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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. Pengangkatan.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Inpassing.
Petunjuk Teknis

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN (INPASSING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA,

Menimbang

a.

bahwa pada Pasal 5 dan Pasal 36 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
Angka Kreditnya, dan Pasal 42 serta 43 Peraturan
Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 dan
Nomor 14 Tahun 2013, telah diatur tentang
ketentuan penyesuaian (inpassing) dalam jabatan
dan angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, serta untuk menjamin
kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
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Mengingat

Menetapkan

Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian
(Inpassing);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4219);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2013 nomor 67);

6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013
dan Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77
Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013
nomor 674);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN (INPASSING)


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.1402

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme penyesuaian (inpassing)
merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan penyesuaian
(inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2013

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

REPUBLIK INDONESIA

AGUS RAHARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN
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